PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMR 4 TAHN 1964
TENTANG
CEVAN PRODUKS NASI ONAL UNTIK BAHAN MAKANAN DAN
BAHAN- BAHAN EKSPCR PERTAN AN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. perlu segera nenganbil tindakan-tindakan dan nel akukan usaha-usaha
untuk neni ngkat kan produksi bahan- nakanan dan bahan- bahan ekspor
pertanian, agar tri-program Penerintah dapat dilaksanakan di dal am
wakt u yang sesi ngkat - si ngkat nya;

b. bahwa di dal am usaha neni ngkat kan produksi tersebut di atas perlu
nenger ahkan senua kekuatan revol usioner progresif, baik yang ada di
pusat naupun di daerah-daerah, baik yang berupa nodal naupun tenaga
nanusia yang terorgani sasi, hingga benar-benar terselenggara ikut
sertanya nmasyarakat di dal am pengger akan dan pengawasan;

C. bahwa pengerahan senmua kekuatan revol usioner progresif tersebut di
atas harus terwuj udkan di dal am Dewan Produksi Nasional di Pusat dan
Badan- badan Produksi di Daer ah- daer ah;

Menper hat i kan:
Keput usan Front Nasional tentang perl unya di adakan Dewan Produksi Nasional ;

Mengi ngat :

pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Vékil Perdana Menteri |11/Menteri Koordinator Konpartinen. Penbangunan dan

Menteri Pertanian dan Agrari a;
MEMUTUSKAN :
Menet apkan:
PERATURAN PRES| DEN TENTANG DEVAN PRCDUKSI NASI ONAL UNTWLK BAHAN MAKANAN DAN
BAHAN BAHAN EKSPCR PERTAN AN
Pasal 1.
(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan Produksi Nasional untuk

Bahan Makanan dan Bahan- bahan Ekspor Pertani an, sel anj ut nya di si ngkat
Dewan Produksi Nasi onal yang ber kedudukan di Jakart a.

(2) DO tiap-tiap Daerah tingkat |, Daerah tingkat Il, Kecanmatan dan Desa
di bent uk Badan-badan Produksi Bahan Makanan dan Bahan-bahan Bkspor
Pertani an Daerah tingkat |, Daerah tingkat |1, Kecanmatan dan Desa.

Pasal 2.

Dewan Produksi Nasi onal bertugas unt uk:

a. nerancangkan suatu jumah produksi bahan nakanan dan bahan- bahan
ekspor pertani an yang harus dicapai, bai k dal amjangka panj ang naupun
dal amj angka pendek dan produksi dal amtahun yang beri kut nya;

b. nengger akkan produksi bahan-bahan tersebut di atas secara nasal dan



terpi npin dengan nenyatukan unsur-unsur keahlian, nassa rakyat dan
"civic mssion" angkatan bersej at a;

C. nengkoordi nir sermua al at produksi bahan-bahan tersebut di atas yang
nenpunyai hubungan satu sama lain, baik langsung naupun tidak
| angsung unt uk nencapai dayaguna yang sebesar- besarnya;

d. nengadakan pengawasan terhadap penyel enggaraan usaha-usaha produksi

bahan- bahan tersebut di atas;

nengkoor di ni r bi dang- bi dang | ai n yang dapat nel ancar kan produksi ;

nengadakan penilaian terhadap hasil-hasil produksi bahan- bahan

tersebut di atas baik tiap tahun rmaupun tiap tahapan.
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Pasal 3.

(1) Badan Produksi Daerah tingkat | bertugas untuk:
a. ner ancangkan atas dasar rencana nasional tersebut dal ampasal 2
suatu jumah produksi bahan makanan dan bahan-bahan ekspor
pertani an yang harus dicapai, baik di seluruh Daerah tingkat I,

maupun di tiap-tiap Daerah tingkat 11, Kecamatan dan Desa yang
berada di dal amw | ayahnya;
b. nengger akkan senmua kekuat an revol usi oner progresif yang ada di

dal am wi | ayahnya, bai k yang berupa nodal naupun tenaga nmanusi a
untuk nenai kkan produksi dengan nengi kut sertakan Front
Nasi onal , khususnya organi sasi - or gani sasi nassa buruh dan tani
dal am senua kegi at an;

C. nengkoordinir dan nengintegrasi kan senua Kkegiatan ke arah
peni ngkat an pr oduksi ;

d. nengadakan pengawasan terhadap penyel enggaraan usaha-usaha
unt uk neni ngkat kan produksi ;

e. nengadakan penil ai an terhadap hasil-hasil produksi tersebut di
at as.

(2) Badan Produksi Deerah tingkat | wajib nenberikan |aporan berkal a
kepada Dewan Produksi Nasional .

Pasal 4.

(1) Tugas Badan Produksi Daeerah tingkat |1, Kecamatan dan Desa adal ah
sana dengan tugas Badan produksi Daerah tingkat |, dengan ketentuan
bahwa wewenangnya terbatas pada w | ayahnya nasi ng- nasi ng.

(2) Badan Produksi Daerah tingkat |1, Kecamatan dan Desa nasi ng- nasi ng
waj i b nenberi kan | aporan berkal a kepada Badan Produksi yang setingkat
l ebih tinggi.

Pasal 5.

O dal am usaha untuk neni ngktkan produksi sebagai yang di naksudkan
dal am pasal -pasal di atas, nmaka Dewan-dewan Perusahaan dan Gabungan-
gabungan Perusahaan Sej enis sebagai yang di atur dal am Uhdang-undang No. 45
Prp tahun 1960 dan Uhdang-undang No. 19 Prp tahun 1960 jo Peraturan
Pererintah No. 243 tahun 1961 tetap nenjal ankan tugasnya nasing-nmasi ng
seperti tersebut dalam peraturan-peraturan itu, di bawah koordi nasi
daripada Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi  nenurut
ti ngkatannya nasing-masing dan nenberikan bantuan serta pertinbangan-
perti nbangan kepada Dewan dan Badan- badan tersebut .



Pasal 6.

Dal am hal -hal yang nenyangkut produksi perkebunan besar, naka yang
berwenang adal ah Dewan Produksi Nasional dan Badan- badan Produksi Daerah
tingkat |I.

Pasal 7.

Para anggota Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah
tingkat |, Daerah tingkat |l, Kecamatan dan Desa bertanggung-jawab secara
kol ektif atas pel aksanaan tugas Dewan dan Badan tersebut di atas sebagai
yang ditetapkan dal ampasal 2 sanpai dengan pasal 6 peraturan ini.

Pasal 8.

Atas permntaan Dewan Produksi Nasional, naka para Menteri
Koor di nat or Konpartenen dan para Menteri yang tidak nenjadi anggota Dewan
tersebut nenberi kan bahan-bahan dan pertinbangan- pertinbangan yang
di per| ukan nenurut bi dangnya nasi ng- nasi ng.

Pasal 9.

(1) Dewan Produksi MNasional dipinpin langsung oleh Presiden selaku
Pem npi n Tertinggi, dengan:
a. Ment eri  Koor di nat or Konpart enen Penbangunan sebagai Ket ua;
b. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai Vékil Ketua I;
C. Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional sebagai Vékil Ketua
I

(2) Selain para Menteri tersebut pada ayat (1) pasal ini Dewan Produksi
Nasional terdiri dari:

a. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

b. Menteri Dal am Negeri ;

C. Ment eri  Per dagangan;

d. Ment eri Koper asi ;

e. Menteri Wusan Perencanaan, Penbangunan Nasional ;

f. Ment eri Per bur uhan;

g. Menteri Research Nasional ;

h. Ment eri Per hubungan Darat ;

i Ment eri Per hubungan Laut ;

] - Ment eri  Pener angan;

K. Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan;

l. Véki | -wakil organisasi nassa tani yang tergabung dal am dan
di tunjuk ol eh Front Nasional ;

m waki | -waki | organi sasi dan massa buruh yang tergabung dal am dan
di tunjuk ol eh Front Nasional ;

n. Seorang VéKkil dari golongan pengusaha swasta Nasional yang
ditunjuk oleh Badan Misyawarah Pengusaha Nasional Saasta
(BAMINAS); _ _ o

0. Seorang ahli yang ditunjuk oleh Mjelis |lnmu Pengetahuan

I ndonesia (MPI);

p. Seorang Wékil dari Angkatan 45 yang ditunjuk oleh B npinan
Hari an Badan Misyawar ah Angkat an 45;

g. Ketua Panitia Kerja (perasi Karya Angkat an Bersenj ata Pusat;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

r. Pej abat - pej abat ahli dari Departenen-departenen sebanyak yang
di per | ukan.

Dewan Produksi Nasional nenbentuk suatu Badan Kerja dari para

anggot anya, yang bertugas nel aksanakan tugas Dewan sehari-hari

dipinpin oleh Wakil Ketua | dan Vekil Ketua Il. Sebagai Sekretaris

Jenderal Badan Kerja di angkat seorang yang bekerja penuh untuk itu.

Pasal 10.

Badan Produksi Daerah tingkat | dipinpin oleh GQubernur/ Kepal a Daerah

sel aku Ketua, dengan:

a. Kepal a D nas Pertani an Daerah tingkat | sebagai Vékil Ketua I;

b. Véki|l Ketua Front Nasional Daerah tingkat | sebagai Vékil Ketua
I

C. Seorang Sekretaris yang bekerja penuh untuk itu.

Selain para penjabat tersebut pada ayat (1) pasal ini keanggotaan

Badan Produksi Daerah tingkat | terdiri dari:

Catur tunggal Daerah tingkat I;

Kepal a D nas Pekerjaan Uhumdan Tenaga Daerah tingkat 1;

Kepal a |1 nspeksi Per kebunan Daerah tingkat I;

Kepal a D nas Kehewanan Daerah tingkat I;

Kepal a D nas Perikanan Darat Daerah tingkat I;

Kepal a D nas Perikanan Laut Daerah tingkat I;

Kepal a D nas Perburuhan Daerah tingkat |;

Kepal a D nas Penerangan Daerah tingkat |;

Véki | -wakil organisasi nassa tani yang tergabung dal am dan

di tunjuk ol en Front Nasional Daerah tingkat I;

] . Véki | -wakil Qgani sasi massa buruh yang tergabung dal am dan
di tunjuk ol en Front Nasional Daerah tingkat |I.

k. Seorang VéKkil dari golongan pengusaha swasta nasional yang
di tunj uk ol eh Badan Misyawar ah Pengusaha Nasi onal Snhasta Daerah
tingkat |;

. Seorang Wkil dari Angkatan 45 yang ditunjuk oleh B npinan
Hari an Badan Musyawar ah Angkat an 45 Daerah tingkat |;

m Ketua Regu Kerja Qperasi Karya Angkatan Bersenjata Daerah
tingkat |;

n. Penj abat -penjabat ahli dari D nas-dinas Daerah tingkat |
sebanyak yang di per | ukan.

Badan Produksi Daerah tingkat | nenbentuk Badan Kerja dari para

anggot anya, yang bertugas nel aksanakan tugas-tugas Badan Produksi

sehari - hari .

e I R

Pasal 11.

Badan Produksi Daerah tingkat |1, Kecamatan dan Desa nasi ng- nmasi ng
dipinpin oleh Bupati/Kepala Daerah, Camat dan Kepal a Desa sel aku
Ket ua, dengan:

a. Penj abat dari D nas Pertani an sebagai Vékil Ketua I;

b. Wkil Front Nasional Daerah yang bersangkutan sebagai V¥ki l

Ketua Il;
Keanggot aan badan Produksi Deerah tingkat |1, Kecamatan dan Desa
sedapat nungki n disesuai kan dengan susunan Badan Produksi Daerah
tingkat I;

Ji ka perlu maka Badan-badan Produksi yang di naksudkan dal am ayat (1)



pasal ini dapat nenbentuk suatu Badan Kerja, yang bertugas
nel aksanakan tugas Badan Produksi sehari-hari .

Pasal 12.

(1) Para Anggota Dewan Produksi Nasional diangkat dan di berhentikan ol eh
Presi den.

(2) Para Anggota Badan Produksi Daerah tingkat | dan 1l diangkat dan
di berhenti kan ol en Véki| Perdana Menteri .

(3) Para Anggota Badan Produksi Kecamatan dan Desa diangkat dan
di berhenti kan ol eh Ketua Badan Produksi Daerah tingkat |.

Pasal 13.

(1) Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah nenpunyai
Sekretariat yang bertugas untuk nenyel enggarakan tata-usaha dan
nengunpul kan serta nenpersi apkan bahan-bahan yang diperlukan ol eh
Dewan/ Badan i tu unt uk nel aksanakan t ugasnya.

Sekretariat itu nasing-nasing nerupakan juga alat penbantu Badan
Kerja

(2) Susunan Sekretariat tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan ol eh
Badan Kerja Dewan Produksi Nasional .

(3) Sekretariat Dewan Produksi Nasional tersebut dipinpin oleh Sekretaris
Jenderal dari Badan Kerja.

Pasal 14.

Hal -hal yang belum atau bel um cukup diatur di dalam Peraturan ini
di atur ol eh Dewan Produksi Nasional .

Pasal 15.

Penbi ayaan Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah
serta Sekretariat-sekretariatnya di bebankan pada Anggaran Bel anja Negara cq
Departermen Pertani an dan Agrari a.

Pasal 16.

Dengan terbentuknya Dewan Produksi Nasional dan Badan- badan Produksi
Daerah tersebut di atas, naka Komando Qperasi Gerakan NMaknur termaksud
dal am instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 1 tahun 1959 nulai dari
Pusat sanpai Daerah dan Badan Pertinbangan Produksi tersebut dal am Surat
Keputusan Veékil Menteri Pertama B dang Produksi No. KPTS 008/ 1962,
di bubar kan.

Pasal 17.
Peraturan Presiden ini berlaku nmulai hari di undangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta



pada tanggal 14 NMaret 1964.
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A

Ttd.
SUKARNQ

O undangkan di Jakart a,

pada tanggal 14 NMaret 1964.

SEKRETAR S NEGARA,

Ttd.
MOHD, | GHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 4 TAHUN 1964
t ent ang

UMM
1.

CEVAN PRCDUKS NASI ONAL UNTWK BAHAN
MAKANAN DAN BAHAN- BAHAN BEKSPCR
PERTAN AN

O dalam rangka nelaksanakan Tri Program Penerintah dirasakan
perlunya segera dianbil tindakan-tindakan dan dil akukan usaha-usaha
untuk neni ngkat kan produksi bahan nakanan dan bahan-bahan ekspor
pertanian, seperti karet, kopra, lada dan lain-lainnya DO dalam
usaha neningkatkan produksi itu perlu dikerahkan senua kekuatan
revol usioner progresif, baik yang ada di pusat naupun di daerah-
daerah, bai k yang berupa nodal naupun tenaga manusia, hingga benar-
benar tersel enggara ikut sertanya nasyarakat di dal am pengger akan dan
pengawasannya. Pengerahan senua tenaga revol usioner progresif
nmasyarakat itu haruslah diwijudkan didal am bentuk organi sasi yang
di beri nama Dewan Produksi Nasional di Pusat dan Badan- badan Produksi
di Daerah Tingkat |, Tingkat Il, Kecamatan dan Desa. Penbentukan
Dewan dan Badan-badan Produksi itu dilakukan dengan Peraturan
Presiden ini (pasal 1).

Dengan nenper sat ukan unusr-unsur Penerintah, keahlian, semua rakyat
dan "civic mssion" angkatan bersenjata, nmaka Dewan Produksi Nasional
dan Badan-badan Produksi Daerah itu bertugas di dal am perencanaan,
pengger akan, koordi nasi, pengawasan dan penilaian produksi bahan-
bahan yang disebutkan di atas, yaitu bahan nmakanan dan bahan- bahan
untuk ekspor bentuk Dewan Produksi yang neliputi bidang yang |ebih
luas, naka dapatlah Dewan Produksi dan Badan-badan Produksi yang
dibentuk dengan Peraturan Presiden ini dijadikan salah satu
bagi annya.

Adanya Dewan Produksi Nasional dan Badan-badan Produksi Daerah ini
tidakl ah nmengurangi tugas Dewan-dewan Perusahaan yang di bentuk atas
dasar ketentuan Unhdang-undang No. 45 Prp. tahun 1960 serta Gabungan-



gabungan Perusahaan Sejenis yang dibentuk atas dasar ketentuan
Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 jo Peraturan Penerintah No. 243
t ahun 1961.

Bali kan pel aksanaan tugas nereka itu wuntuk selanjutnya akan
di koordi nasi kan oleh Dewan Produksi Nasional dan Bagi an-badan
Produksi Daerah agar dapat dicapai dayaguna yang sebesar-besarnya,
yang, senuanya nenuj u kepada usaha unt uk neni ngkat kan produksi dal am
kesel uruhannya (pasal 5)

4., Mengi ngat akan sifatnya sebagai cabang produksi yang arti dan
kepent i ngannnya nel anpaui batas-batas Daerah Tingkat |l dan Daerah-
daerah lainnya yang | ebi h kecil naka hal -hal yang nenyangkut produksi
per kebunan besar yang berwenang hanyal ah Dewan Produksi Nasional ol eh
Badan- badan Produksi Daerah Tingkat 1. Hal ini ditegaskan dal am pasal
6.

5. Penger ahan senmua tenaga revol usi oner progresif bai k yang ada di Pusat
nmaupun di Daerah-daerah dapat dilihat dari susunan keanggotaan Dewan
Badan Produksi yang ditetapkan dalam pasal 9,10 dan 11. O dal am
pasal 7 ditegaskan tanggung-jawab, para anggota secara kol ektif atas
pel aksanaan tugas Dewan Badan Produksi sebagai yang ditetapkan dal am
pasal 2 sanpai dengan pasal 6. Ketentuan pasal 7 tersebut dengan
sendirinya tidak nengurangi tanggung-jawab nasing-nasing anggota
dal am kedudukannya sebagai pejabat nenurut bidang tugasnya nasing-
nasi ng.

PASAL DEM PASAL.
Dengan penjelasan tersebut di atas kiranya tidak diperlukan |agi
penj el asan pasal dem pasal .
Ter masuk Lenbar an- Negara tahun 1964 No. 16.

Menget ahui
Sekretari s Negar a,

Ttd.
MOHD, | GHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1964 NCMR 16
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2630



